
BUPATI BARRU

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU

NOMOR I TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN BESARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan

Bupati tentang Penetapan Jumlah Uang Persediaan pada

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai landasan

pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan di

setiap Satuan Keija Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Barru

tentang Penetapan Besaran dan Pertanggungjawaban Uang

Persediaan Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat 11 di Sulawesi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggeu"aan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286) ;
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tenteng Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

dan Pengelolaan Tanggungjawab Keusingan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, TambahanLembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negeira Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 10,

Tambahsin Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5155);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan

Keuangan d£tn Kineija Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

i



14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 114, Teimbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembarein Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6041);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33

Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten

Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor

29 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 6);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 9 Tahun 2018

tentang Anggaran Pendapatan dan Belemja Daerah Kabupaten

Barru Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten

Barru Tahun 2018 Nomor 9);

21. Peraturan Bupati Barru Nomor 41 Tahun 2018 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah

Kabupaten Barru Tahun 2018 Nomor 43);

MBMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN UANG PERSEDIAAN TAHUN

ANGGARAN 2019.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
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2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanasin Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Beirru.
4. Peraturan Daerah selanjutnya disingkat Perda adalah Peraturan Daerah

Kabupaten Barru.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barru.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan
hak dan kewajiban daerah tersebut.

7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daergih yang selanjutnya disingkat

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang

dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

9. Satuan Keija Peran^at Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah

perangkat daerah pada pemerintah daerah selsiku pengguna

anggaran/barang.

10. Uang Persediaan adalah sejumlah uang tuned yang disediakan untuk

SKPD dalam melaksanakan kegiatan operasional kantor sehari-hari.

11. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah

dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas

pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan

permintaan pembayeiran.

12. SPP Uang Persediaan (SPP-UP) adalah dokumen yang diajukan oleh

bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka keija yang bersifat

pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan

pembayaran langsung.

13. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima,

men5dmpan, membayarkan, menatausahakan, dan

mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam

pelaksanaan APBD pada Organisasi Perangkat Daerah.

14. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai

pengurang nilai kekayaan bersih.

BAB II

BESARAN UANG PERSEDIAAN

Pasal2

(1) Dedeun rangka pelaksanaan kegiatan dalam APBD, kepada SKPD diberikan

Uang Persediaan melalui SPP-UP.

(2) SPP Uang Persediaan (SPP-UP) sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah

dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.

(3) Besaran uang persediaan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk setiap SKPD
adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.



BAB III

PENGISIAN KEMBALI UANG PERSEDIAAN

Pasal 3

(1) Pengisian kembali uang persediaan dapat dilakukan apabila dana tersebut
telah dibelanjakan dan dipertanggungjawabkan melalui Surat Peitanggung

Jawaban.

(2) Pada akhir tahun anggaran seiuruh sisa uang persediaan yang belum

dipertanggungjawabkan melalui Surat Peitanggung Jawaban oleh bendahara
pengeluaran harus dikembalikan ke kas daerah melalui penyetoran dengan

Surat Tanda Setoran.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru
Pada tanggal '2 Sanvari 0.0^

I BARRU»

SALEH

Diundangkan di Barru

Pada tanggal 2

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU

NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2019 NOMOR i
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LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BARRU

Nomor : 1 Tahun 2019

Tanggal : a Januari 2019

BESARAN PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BARRU

TAHUN ANGGARAN 2019

(Dalatn Riipidlil

NO UNIT KERJA
JUMLAH UANG

PERSEDIAAN

1 Dinas Pendidikan 625.000.000

2 Dinas Kesehatan 650.000.000

3 Dinas Pckerjaan Umum dan Penataan Ruang 150.000.000

4 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 400.000.000

5 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakai'an 170.000.000

6 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Ma^arakat 70.000.000

7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 105.000.000

8 Dinas Sosial 120.000.000

9 Dinas Ketahanan Pangan 125.000.000

10 Dinas Lingkungan Hidup 90.000.000

11 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 115.000.000

12 Dinas PMD, Pengend. Penduduk & KB, Pemberd. PP & Perlind. Anak 255.000.000

13 Dinas Perhubungan 100.000.000

14 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 140.000.000

15 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan 135.000.000

16 Dinas Penanaman Modal, Pclayanan Tcrpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 80.000.000

17 Dinas Kepemudaan dan Olahraga 110.000.000

18 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 85.000.000

19 Dinas Perikanan 190.000.000

20 Dinas Pariwisata 115.000.000

21 Dinas Pcrtanian 205.000.000

22 Bagian Umum 850.000.000

23 Bagian Pemerintahan Umum 80.000.000

24 Bagian Hukum 80.000.000

25 Bagian Organisasi 60.000.000

26 Bagian Humas dan Protokol 90.000.000

27 Bagian Administrasi Pembangunan 90.000.000

28 Bagian Perekonomian 50.000.000

29 Bagian Kesejahteraan Rakyat 200.000.000

30 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 90.000.000

31 Sekretariat DPRD 550.000.000

32 Kecainatan Barru 250.000.000

33 Kecamatan Tanete Rilau 110.000.000

34 Kecamatan Tanete Riaja 85.000.000

35 Kecamatan Pujananting 80.000.000

36 Kecamatan Balusu 80.000.000

37 Kecamatan Soppeng Riaja 90.000.000

38 Kecamatan Mallusetasi 215.000.000

39 Inspeklorat Daerah 150.000.000

40 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 180.000.000

41 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 450.000.000

42 Badan Pendapatan Daerah 250.000.000

43 Badan Kcpegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 190.000.000

TI BARRU,

8ALEH
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